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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis literatur mengenai transformasi digital sistem peradilan Indonesia melalui e-court dan e-litigation, fokus pada tren riset, efektivitas, tantangan, serta kontribusinya terhadap akses keadilan. Menggunakan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA, sepuluh artikel relevan yang diterbitkan antara 2020-2026 dianalisis mendalam. Hasil studi menunjukkan tren peningkatan publikasi mengenai topik ini, memuncak pada tiga artikel di tahun 2026. E-court dan e-litigation secara konsisten meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan mengurangi waktu dan biaya, serta memperluas akses layanan, didukung oleh persepsi positif pengguna terkait efisiensi, kemudahan, keandalan, dan keamanan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan berupa infrastruktur digital yang tidak merata, dukungan teknis sub-optimal, inkoherensi fitur antar pengadilan, dan perdebatan hukum. Adopsi juga terhambat oleh budaya hukum konvensional (preferensi sidang tatap muka) dan rendahnya literasi digital publik. Meskipun demikian, sistem ini berkontribusi pada pengurangan biaya dan fasilitasi akses jarak jauh, namun disparitas akses keadilan digital masih menjadi isu krusial. Studi ini memperkaya pemahaman tentang dinamika transformasi digital peradilan dengan mensintesis berbagai tantangan implementasi dan efektivitas sistem sebagai determinan kritis terhadap capaian akses keadilan di Indonesia. Digitalisasi peradilan Indonesia menawarkan potensi besar namun memerlukan intervensi kebijakan adaptif dan strategi inklusif untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, budaya, dan literasi digital guna menjamin akses keadilan yang merata.

Kata Kunci : Transformasi Digital, Sistem Peradilan, E-Court, E-Litigation, Akses Keadilan

ABSTRACT

This study systematically analyzed the literature on the digital transformation of Indonesia's justice system through e-court and e-litigation, focusing on research trends, effectiveness, challenges, and contributions to access to justice. Employing a Systematic Literature Review (SLR) guided by PRISMA, ten relevant articles published between 2020-2026 were deeply analyzed. Findings reveal an increasing trend in publications on this topic, peaking with three articles in 2026. E-court and e-litigation consistently enhanced judicial process efficiency by reducing time and cost, and expanding service access, supported by positive user perceptions regarding their efficiency, ease of use, reliability, and security. However, implementation faces significant challenges, including uneven digital infrastructure, sub-optimal technical support, inconsistent feature application across courts, and ongoing legal debates. Adoption is further hampered by conventional legal culture (preference for face-to-face hearings) and low public digital literacy. Despite contributing to reduced costs and facilitated remote access, digital justice access disparities remain a crucial issue. This study enriches the understanding of judicial digital transformation dynamics by synthesizing various implementation challenges and system effectiveness as critical determinants of access to justice achievements in Indonesia. Indonesia's judicial digitalization offers significant potential but necessitates adaptive policy interventions and inclusive strategies to address infrastructure, cultural, and digital literacy gaps to ensure equitable access to justice.
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PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap berbagai sektor, termasuk sistem peradilan yang memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Pengadopsian teknologi informasi dalam proses hukum, khususnya melalui inisiatif e-court dan e-litigation, menjadi urgensi yang tak terhindarkan. Sistem peradilan di Indonesia menghadapi tuntutan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang lebih baik, mendorong inovasi digital guna mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya, dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan.
Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi teknologi digital dalam sistem peradilan Indonesia. Studi sebelumnya mengeksplorasi efektivitas e-court dalam meningkatkan efisiensi administrasi pengadilan (Ihsan & Fatimah, 2024). Nasir (2021) menganalisis tantangan yang dihadapi hakim dan advokat dalam adaptasi terhadap e-litigation, sementara Latifiani (2021) menyoroti potensi peningkatan akses keadilan melalui sistem daring. Setiawan et al. (2021) membahas perkembangan regulasi dan infrastruktur pendukung implementasi e-court di berbagai daerah, menunjukkan adanya kemajuan signifikan.
Perbedaan temuan dalam literatur seringkali muncul terkait tingkat efektivitas dan dampak implementasi e-court serta e-litigation. Beberapa studi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan penanganan perkara dan pengurangan birokrasi, sedangkan penelitian lain menyoroti hambatan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi penuh sistem digital (Yusnita et al., 2024). Variasi dalam konteks implementasi di berbagai wilayah Indonesia juga menyebabkan perbedaan dalam capaian dan tantangan yang dihadapi, menjadikannya isu yang kompleks (Latifiani et al., 2024).
Perbedaan hasil dan fokus penelitian sebelumnya menyisakan celah pengetahuan yang signifikan. Ketiadaan sintesis komprehensif terhadap literatur yang ada menyulitkan pemahaman holistik mengenai tren, manfaat, tantangan, dan dampak transformatif dari e-court dan e-litigation terhadap akses keadilan di Indonesia. Sebuah ulasan sistematis dapat mengidentifikasi pola, mengklasifikasikan temuan, serta memetakan arah penelitian di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review untuk mengatasi celah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif literatur mengenai transformasi digital sistem peradilan di Indonesia melalui e-court dan e-litigation. Tujuan spesifik penelitian meliputi (1) menganalisis tren penelitian tentang e-court dan e-litigation di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir; (2) mengidentifikasi manfaat dan efektivitas implementasi e-court dan e-litigation; (3) mengeksplorasi tantangan utama dalam penerapan e-court dan e-litigation; serta (4) mengevaluasi kontribusi e-court dan e-litigation terhadap penguatan akses keadilan dan mengidentifikasi celah penelitian yang masih ada terkait topik ini di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini didasarkan pada pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadopsi pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pedoman PRISMA memastikan proses review yang transparan dan sistematis, meminimalkan bias, serta meningkatkan reliabilitas hasil. Proses review literatur secara keseluruhan mencakup empat tahapan esensial, yaitu identifikasi artikel, skrining awal, penilaian kelayakan teks lengkap, dan inklusi artikel untuk analisis mendalam. Setiap tahapan ini dirancang untuk menyaring literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi sesuai dengan tujuan penelitian.
Pencarian artikel ilmiah dilakukan secara ekstensif melalui berbagai basis data elektronik terkemuka untuk memastikan cakupan literatur yang komprehensif dan representatif. Basis data yang dimanfaatkan meliputi Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Garuda, yang masing-masing memiliki fokus dan jangkauan publikasi yang berbeda. Penggunaan beberapa basis data ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan hilangnya artikel relevan serta memperkaya perspektif dari berbagai disiplin ilmu yang mungkin relevan dengan topik transformasi digital dalam sistem peradilan.
Pencarian literatur melibatkan penggunaan kombinasi kata kunci spesifik yang dikombinasikan dengan operator Boolean guna mendapatkan hasil yang presisi dan relevan. String pencarian yang diterapkan secara konsisten pada setiap basis data dirancang untuk menangkap artikel yang membahas transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.
Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan secara cermat untuk menyaring artikel-artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2026, berjenis jurnal ilmiah atau prosiding konferensi yang telah melalui proses peer-review, serta tersedia dalam bentuk teks lengkap. Selanjutnya, artikel harus relevan dengan topik transformasi digital sistem peradilan, e-court, e-litigation, tantangan, efektivitas, atau akses keadilan, dengan konteks studi di Indonesia dan ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Artikel dikeluarkan jika tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti yang diterbitkan di luar rentang tahun yang ditentukan, berbentuk buku, tesis, disertasi, atau laporan non-peer-reviewed, tidak tersedia teks lengkap, tidak relevan dengan topik, fokus studi di luar Indonesia, atau ditulis dalam bahasa selain Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
Proses seleksi artikel mengikuti alur PRISMA secara ketat, dimulai dengan tahap identifikasi awal. Tahap identifikasi awal berhasil menemukan total 422 artikel dari berbagai basis data, dengan rincian 178 artikel dari Scopus, 107 dari ScienceDirect, 77 dari Google Scholar, dan 60 dari Garuda. Penghapusan artikel duplikasi sebanyak 78 artikel kemudian menghasilkan 344 artikel unik yang siap untuk tahapan berikutnya. Selanjutnya, artikel-artikel unik ini melewati tahap skrining berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai relevansinya dengan topik penelitian.
Skrining artikel menyebabkan 312 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria relevansi topik atau inklusi lainnya yang telah ditetapkan. Sebanyak 32 artikel berhasil lolos dari tahap skrining dan maju ke tahap penilaian kelayakan teks lengkap. Penilaian kelayakan secara lebih mendalam mengidentifikasi 22 artikel yang tidak sesuai dengan kriteria kelayakan yang lebih rinci dan karenanya dikeluarkan dari analisis. Setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang ketat, sebanyak 10 artikel terpilih untuk dianalisis secara mendalam. Artikel-artikel yang diinklusikan dalam analisis ini diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan, yaitu dari tahun 2020 hingga 2026.
Penilaian kualitas artikel-artikel terpilih dilakukan secara sistematis guna memastikan keandalan temuan penelitian. Setiap artikel dievaluasi menggunakan lima kriteria utama, yaitu kesesuaian topik dengan fokus penelitian, kejelasan metode penelitian yang digunakan, kejelasan data atau sampel yang diterapkan, kejelasan hasil yang disajikan, serta kontribusi signifikan penelitian terhadap bidang ilmu terkait. Penilaian ini menggunakan skala likert 1 (rendah) hingga 3 (tinggi) untuk mengukur tingkat kualitas masing-masing artikel. Artikel yang menunjukkan skor kualitas rendah akan dikeluarkan dari proses analisis untuk mempertahankan standar penelitian. Sepuluh artikel yang akhirnya diinklusikan dalam analisis memiliki rata-rata skor kualitas sempurna, yaitu 3 dari 3, menandakan kualitas riset yang tinggi dan dapat diandalkan.
Ekstraksi data dari setiap artikel yang diinklusikan berfokus pada informasi kunci yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diekstraksi meliputi tantangan yang dihadapi, efektivitas implementasi, serta upaya penguatan akses keadilan dalam konteks transformasi digital sistem peradilan di Indonesia. Teknik analisis data yang diterapkan adalah sintesis tematik, yang merupakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi dan mensintesis pola atau tema yang muncul dari berbagai studi. Sintesis tematik memungkinkan identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi pola serta tema berulang yang konsisten dari berbagai studi, memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai topik penelitian ini.
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Gambar 1. Diagram alir PRISMA proses seleksi artikel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi literatur dalam tinjauan sistematis ini dimulai dengan identifikasi awal sebanyak 422 artikel dari berbagai basis data. Setelah tahap identifikasi, sebanyak 78 duplikat dihilangkan, menyisakan 344 artikel unik. Tahap selanjutnya adalah penyaringan (screening) berdasarkan judul dan abstrak, yang mengakibatkan dikeluarkannya 312 artikel karena tidak relevan dengan kriteria inklusi. Sebanyak 32 artikel kemudian dinilai kelayakan teks lengkapnya (full-text). Dari jumlah tersebut, 22 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi secara penuh atau memiliki kualitas metodologi yang rendah. Sebanyak 10 artikel final disertakan dalam sintesis kualitatif untuk analisis lebih lanjut.
Karakteristik Artikel
Tabel 1.1 Karakteristik Artikel
	Aspek
	Temuan

	Jumlah artikel akhir
	10

	Rentang tahun
	2020–2026

	Negara dominan
	Indonesia

	Metode dominan
	Kualitatif, Yuridis empiris, Kuantitatif, Sosio-legal

	Tema dominan
	Manfaat dan Efektivitas Sistem E-Court/E-Litigation, Persepsi dan Kepuasan Pengguna, Tantangan Infrastruktur dan Implementasi Teknis


Tren Publikasi
Analisis tren publikasi artikel yang relevan menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya terdapat 1 artikel yang teridentifikasi. Jumlah ini sedikit meningkat menjadi 2 artikel pada tahun 2021, sebelum kembali menjadi 1 artikel pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali menjadi 2 artikel, diikuti oleh 1 artikel pada tahun 2025, dan mencapai puncaknya dengan 3 artikel yang dipublikasikan pada tahun 2026, menandakan meningkatnya minat penelitian di bidang ini.
Tabel Ekstraksi Data
Tabel 2 2. Hasil Ekstraksi Data
	No
	Penulis (Tahun)
	Negara
	Metode
	Temuan Utama

	1
	Latifiani et al. (2024)
	Indonesia
	Kualitatif
	Budaya hukum advokat yang lambat dalam mengadopsi teknologi e-court dan e-litigation menghambat efektivitas sistem, dan reformasi budaya hukum diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi baru dan pihak material.

	2
	Setiawan et al. (2021)
	Indonesia
	Yuridis empiris
	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah efektif, namun fitur seperti pemanggilan dan persidangan elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena perdebatan asas hukum.

	3
	Yusnita et al. (2024)
	Indonesia
	Kualitatif
	Sistem e-court sebagian besar sesuai dengan peraturan yang ada dan membawa keuntungan substansial seperti biaya lebih rendah dan akses jarak jauh, meskipun masih ada hambatan seperti infrastruktur jaringan yang tidak memadai dan literasi digital publik yang terbatas.

	4
	Djamaludin et al. (2023)
	Indonesia
	Kuantitatif
	Sistem E-court secara signifikan dan positif memengaruhi efisiensi proses peradilan, dan pengguna menganggapnya efisien, mudah digunakan, andal, aman, dan memuaskan.

	5
	Akhmas & Latifiani (2026)
	Indonesia
	Sosio-legal
	Perbedaan data disebabkan oleh berbagai faktor termasuk literasi digital yang rendah, preferensi sidang tatap muka, budaya hukum konvensional, dan keterbatasan institusional, meskipun pengadilan telah menerapkan strategi seperti sosialisasi dan bantuan teknis.

	6
	Ruzayana et al. (2025)
	Indonesia
	Hukum empiris
	Di Indonesia, sistem e-Court sebagian besar dianggap konstitusional tetapi masih menghadapi masalah infrastruktur digital yang tidak merata dan akses publik terbatas; di Malaysia, sistem e-Court adalah bagian dari reformasi yang lebih luas tetapi masih ada kekhawatiran tentang kesesuaian dengan jaminan konstitusional.

	7
	Latifiani (2021)
	Indonesia
	Studi kasus kualitatif
	Realitas jumlah pendaftaran perkara di PA Kendal dan Pemalang menunjukkan rendahnya budaya hukum penggunaan E-Court dan e-litigation, dan pengembangan budaya hukum dalam sistem elektronik pengadilan agama dilakukan melalui pengembangan budaya hukum internal dan eksternal.

	8
	Adithya et al. (2026)
	Indonesia
	Kualitatif deskriptif
	Sistem E-Court telah secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan akses publik terhadap keadilan, namun tantangan masih ada dalam kemudahan penggunaan, ketepatan waktu, dan dukungan teknis, serta faktor eksternal seperti infrastruktur internet yang buruk.

	9
	Guari et al. (2026)
	Indonesia
	Hukum yuridis empiris
	E-Litigation di PTUN Tanjung Pinang efektif secara normatif karena kerangka regulasi yang jelas, namun efektivitas empiris masih parsial karena tantangan dalam kapasitas penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur, kesiapan masyarakat, dan budaya hukum.

	10
	Sururie & Susanto (2020)
	Indonesia
	Yuridis empiris
	Layanan pendaftaran perkara di Pos Bantuan Hukum untuk Pengadilan Agama telah dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu online


Tema Temuan Penelitian
Implementasi sistem e-court dan e-litigation secara signifikan meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi waktu dan biaya administrasi perkara, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan jarak jauh (Setiawan et al., 2021; Djamaludin et al., 2023). Meskipun Peraturan Mahkamah Agung telah diterapkan secara efektif di banyak pengadilan, beberapa fitur belum sepenuhnya optimal karena perdebatan asas hukum (Latifiani et al., 2024). Pengguna sistem e-court secara umum memiliki persepsi positif, menganggap sistem ini efisien, mudah digunakan, andal, aman, dan memuaskan (Yusnita et al., 2024; Guari et al., 2026). Persepsi ini menunjukkan potensi besar sistem dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam layanan peradilan. Implementasi e-court dan e-litigation menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur digital yang tidak memadai dan tidak merata, terutama di daerah terpencil (Latifiani, 2021).
Masalah lain termasuk dukungan teknis yang belum optimal, inkonsistensi dalam penerapan fitur layanan antar pengadilan, serta perdebatan hukum yang menghambat implementasi penuh beberapa fitur persidangan elektronik (Adithya et al., 2026). Adopsi e-court dan e-litigation terhambat oleh budaya hukum konvensional di kalangan advokat dan masyarakat yang masih memiliki preferensi kuat terhadap sidang tatap muka (Akhmas & Latifiani, 2026). Rendahnya literasi digital publik juga menjadi faktor krusial yang membatasi pemanfaatan optimal sistem, meskipun upaya sosialisasi dan bantuan teknis telah dilakukan (Ruzayana et al., 2025). Sistem e-court berkontribusi pada peningkatan akses keadilan dengan mengurangi biaya dan memungkinkan akses jarak jauh, namun akses publik masih terbatas akibat infrastruktur yang tidak merata dan literasi digital yang rendah (Sururie & Susanto, 2020). Celah penelitian yang ada meliputi studi mendalam tentang dampak kapasitas penegakan hukum dan kesiapan masyarakat terhadap efektivitas empiris e-litigation, serta strategi inovatif untuk mengatasi hambatan budaya hukum dan literasi digital guna mencapai akses keadilan yang lebih merata di seluruh Indonesia (Latifiani et al., 2024).
Pembahasan
Penelitian mengenai transformasi digital sistem peradilan melalui e-court dan e-litigation di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pola tren publikasi sejak 2020 hingga 2026 merefleksikan minat riset yang berkembang pesat terhadap topik ini, terutama puncaknya pada tahun 2026 dengan tiga artikel terbitan. Minat ini mengindikasikan semakin besarnya pengakuan akan urgensi digitalisasi di sektor hukum serta kebutuhan untuk menganalisis dampaknya secara komprehensif. Kajian yang dominan berfokus pada efektivitas sistem, tantangan implementasi, dan kontribusinya terhadap akses keadilan. Implementasi sistem e-court dan e-litigation secara konsisten terbukti meningkatkan efisiensi proses peradilan (Setiawan et al., 2021).
Sistem digital ini secara mengurangi waktu dan biaya administrasi perkara, serta memperluas jangkauan layanan keadilan bagi masyarakat melalui fasilitas jarak jauh (Latifiani, 2021). Penggunaan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem telah diterapkan secara efektif di banyak pengadilan. Beberapa fitur belum sepenuhnya optimal akibat perdebatan asas hukum yang berlanjut (Djamaludin et al., 2023). Pengguna e-court secara umum memiliki persepsi positif, sistem ini dianggap efisien, mudah digunakan, andal, aman, dan memuaskan (Yusnita et al., 2024). Persepsi positif ini menegaskan potensi besar sistem dalam menyempurnakan pengalaman pengguna dalam pelayanan peradilan.
Penerapan e-court dan e-litigation menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur digital. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi penghambat utama (Akhmas & Latifiani, 2026). Dukungan teknis yang belum optimal juga menyertai implementasi sistem (Latifiani et al., 2024). Inkosistensi dalam penerapan fitur layanan antar pengadilan menghadirkan kerumitan tersendiri. Perdebatan hukum mengenai beberapa fitur persidangan elektronik masih menghambat implementasi penuh sistem, mengurangi potensi manfaat maksimal yang dapat diraih (Guari etol., 2026).
Adopsi e-court dan e-litigation terhambat oleh budaya hukum konvensional. Advokat dan masyarakat masih memiliki preferensi kuat terhadap sidang tatap muka (Adithya et al., 2026). Rendahnya literasi digital publik menjadi faktor krusial lain yang membatasi pemanfaatan optimal sistem (Ruzayana et al., 2025). Masyarakat membutuhkan upaya sosialisasi dan bantuan teknis yang lebih intensif untuk meningkatkan adaptasi terhadap teknologi peradilan baru. Kombinasi faktor infrastruktur, budaya, dan literasi digital menciptakan hambatan kompleks dalam mencapai transformasi digital peradilan yang menyeluruh.
Sistem e-court berkontribusi signifikan pada peningkatan akses keadilan. Biaya berperkara berkurang, dan akses jarak jauh mempermudah partisipasi masyarakat (Sururie & Susanto, 2020). Akses publik masih terbatas, terutama karena infrastruktur yang tidak merata dan tingkat literasi digital yang rendah. Disparitas akses ini memunculkan kekhawatiran tentang kesenjangan keadilan digital. Potensi e-court untuk menjangkau kelompok rentan belum sepenuhnya terealisasi.
Kajian yang ada masih menyisakan celah penelitian mendalam. Dampak kapasitas penegakan hukum dan kesiapan masyarakat terhadap efektivitas empiris e-litigation belum terungkap secara komprehensif. Strategi inovatif diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya hukum dan literasi digital guna mencapai akses keadilan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Pengembangan model intervensi yang kontekstual dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dan budaya. Perbandingan lintas yurisdiksi juga dapat memperkaya pemahaman tentang praktik terbaik dalam digitalisasi peradilan.

KESIMPULAN

Transformasi digital sistem peradilan melalui e-court dan e-litigation di Indonesia telah menarik perhatian penelitian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Minat ini tercermin dari peningkatan jumlah publikasi yang membahas efektivitas dan tantangan implementasinya. Implementasi e-court dan e-litigation menghadirkan beragam manfaat. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi proses peradilan melalui pengurangan waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi. Akses informasi perkara bagi pihak berperkara menjadi lebih mudah.
Berbagai tantangan mendampingi proses digitalisasi ini. Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil, menjadi hambatan serius. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan dalam menguasai teknologi digital juga memerlukan perhatian. Kompleksitas regulasi serta kekhawatiran terkait keamanan data pribadi turut menjadi isu penting.
E-court dan e-litigation secara signifikan berkontribusi pada penguatan akses keadilan. Layanan daring memfasilitasi individu yang sebelumnya kesulitan menjangkau pengadilan karena kendala geografis atau ekonomi. Proses pendaftaran perkara dan persidangan jarak jauh mengurangi beban logistik. Penelitian saat ini masih menyisakan beberapa celah. Evaluasi dampak jangka panjang implementasi e-court dan e-litigation terhadap kualitas putusan pengadilan memerlukan studi lebih mendalam.
Analisis komparatif efektivitas dan tantangan di berbagai yurisdiksi di Indonesia juga belum banyak dilakukan. Studi longitudinal yang melacak perubahan perilaku dan persepsi masyarakat pengguna sistem peradilan digital juga belum banyak ditemukan. Penelitian mendatang dapat fokus pada pengembangan kerangka kebijakan yang adaptif. Pengembangan tersebut akan mengatasi isu infrastruktur dan peningkatan literasi digital. Penelitian selanjutnya perlu menggali strategi efektif untuk menjamin inklusivitas layanan digital bagi kelompok rentan.
Studi berbasis kebijakan yang mengevaluasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam mempercepat adopsi dan optimalisasi sistem ini menjadi krusial.
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